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Abstrak

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini berasal dari urgensi demokrasi
sebagai landasan utama dalam pelaksanaan hukum tata negara di Indonesia,
terutama setelah periode Orde Baru. Reformasi membuka kesempatan besar untuk
menguatkan nilai-nilai demokratis, namun kenyataannya, sistem ketatanegaraan di
Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti lemahnya penerapan
hukum, dominasi kalangan elit, dan minimnya perlindungan bagi hak-hak
kelompok minoritas. Dalam kondisi ini, pemikiran dan praktik kepemimpinan
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi menarik untuk dianalisis karena
memberikan sudut pandang tentang demokrasi yang tidak hanya berdasarkan
prosedur, tetapi juga mengedepankan substansi dan etika. Oleh karena itu, studi ini
memusatkan perhatian pada dua aspek: ajaran-ajaran demokrasi dan syura yang
diterapkan Gus Dur dalam konteks hukum tata negara Indonesia, serta bagaimana
penerapannya selama masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik
Indonesia.

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan
metode studi pustaka dan analisis normatif serta yuridis normatif. Data yang
digunakan mencakup karya-karya Gus Dur, kebijakan hukum yang diterapkan pada
masa pemerintahannya, serta dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan.
Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori demokrasi modern dan teori syura
dalam Islam sebagai alat analisis. Penelitian ini juga mengkaji perubahan dalam
ketatanegaraan Indonesia melalui perspektif sejarah mengenai reformasi dan
kepemimpinan Gus Dur.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Gus Dur menerapkan prinsip
demokrasi yang menekankan keberagaman, keadilan sosial, kebebasan sipil, serta
penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Prinsip-prinsip ini
diwujudkan melalui kebijakan seperti pencabutan Inpres yang diskriminatif
terhadap etnis Tionghoa, dan penguatan supremasi sipil. Nilai syura juga terlihat
dalam cara kepemimpinannya yang inklusif dan dialogis. Sebagai kesimpulan,
pemikiran dan praktik demokrasi yang diusung Gus Dur memberikan sumbangan
besar dalam membentuk sistem hukum tata negara Indonesia yang adil, demokratis,
dan bermoral.

Kata kunci: Demokrasi, Hukum Tata Negara, Gus Dur, Syura, Pluralisme.
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Abstract

The issues raised in this research stem from the urgency of democracy as the
primary foundation for the implementation of constitutional law in Indonesia,
particularly after the New Order era. The Reformation provided a significant
opportunity to strengthen democratic values, but in reality, the Indonesian
constitutional system still faces a number of challenges, such as weak legal
enforcement, elite dominance, and minimal protection for the rights of minority
groups. In this context, the leadership thoughts and practices of Abdurrahman
Wahid (Gus Dur) are interesting to analyze, as they offer a perspective on
democracy that is not solely based on procedure but also prioritizes substance and
ethics. Therefore, this study focuses on two aspects: the teachings of democracy and
shura (law) applied by Gus Dur in the context of Indonesian constitutional law, and
how these were implemented during his tenure as President of the Republic of
Indonesia.

This study adopts a qualitative, descriptive approach using literature study
methods and normative and normative-juridical analysis. The data used include
Gus Dur's works, legal policies implemented during his administration, as well as
relevant legal documents and scholarly literature. The analysis is conducted using
modern democratic theory and the theory of shura in Islam as analytical tools. This
research also examines changes in the Indonesian state system through a historical
perspective, focusing on the reforms and Gus Dur's leadership.

The research findings indicate that Gus Dur implemented democratic
principles that emphasize diversity, social justice, civil liberties, and respect for the
rights of minority groups. These principles were realized through policies such as
the revocation of the Presidential Instruction (Inpres) that discriminated against
ethnic Chinese and the strengthening of civil supremacy. The value of shura
(religious principle) is also evident in his inclusive and dialogical leadership style.
In conclusion, Gus Dur's democratic thinking and practices contributed
significantly to shaping a just, democratic, and moral Indonesian constitutional
legal system.

Keywords: Democracy, Constitutional Law, Gus Dur, Syura, Pluralism.
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MOTTO

“Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang
diperlakukan tidak adil.”

- K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan.

Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan.”

- Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari.

“Saya Lillahi Ta’ala untuk Indonesia.”

- Lafran Pane.

sl Bk 88 IR &Y gl B8 Gk ) stal ol

Artinya : "(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati

Allah-lah hati menjadi tenteram" QS. Ar-Ra’d Ayat 28.

“Sesungguhnya kehidupan ini sungguhlah sementara, hanya dengan
berbuat baik kepada sesama, saling asah-saling asih-saling asuh lah yang
membuat kita merasa hidup, seburuk apapun tingkah manusia kepada kita

tetaplah berbuat baik, karena kebaikan lah yang akan mengantarkan kita
kepada jalan kebeneran. Selalu berbuat ikhlas dan berbuat baik. Serta
selalu bershalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena hamba-
Mu ini sesungguhnya pendosa dan hanya mengharap syafa’at kekasih-Mu

lah hamba ingin sekali menuju Surga-Mu.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa
lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab Nama | Huruf latin Nama
\ Alif ik tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba“ B Be
< Ta‘ T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
C Ha“ H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha* Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
B Ra‘ R Er
J Zai V4 Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
U Sad S es (dengan titik di bawah)
Ua Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta‘ T te (dengan titik di bawah)
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L Za‘ Z zet (dengan titik di
bawah)
& _Ain _ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
s Fa‘ F Ef
S Qaf Q Qi
&l Kaf K Ka
J Lam L _el
e Mim M _em
o Nun N _en
Huruf
Nama | Huruf latin Nama
Arab
K Waw AW Y
° Ha“ H Ha
s Hamzah A Apostrof
< Ya‘ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
85 3354 Ditulis muta’addidah
fic Ditulis ‘iddah
Marbitah di Akhir C. Ta‘
Kata
1.
Bila diakhir ditulis h
s Ditulis hikmah
S Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).



2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

&L:—J,}m‘u\js ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbttah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

‘ Bl 565 ‘ ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

1. |==="" == Fathah Ditulis A
2. |--"_-—-| Kasrah Ditulis [
3. -—--"—-—- | Dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis A
. Ol ditulis Istihsan
Fathah + ya’ mati | ditulis A
A il ditulis Uns$a
Kasrah + ya’ mati | ditulis I
> ol sladl ditulis al-‘Alwant
Dammah + wawu ditulis U
+ mati s sle ditulis ‘Uliim

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis Ai
peR e ditulis

Gairihim
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Fathah + wawu ditulis Au

mati J s ditulis Oaul

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
all ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
IV | ditulis la’in syakartum

I1I1. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

oAl

Ditulis

Al-Qur’an

bl

Ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf '/ (el)nya.

syl

Ditulis

ar-Risalah

sLudl)

Ditulis

an-Nisa’

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

EERY

Ditulis

Ahl ar-Ra’yi

dadd) Jal

Ditulis

Ahl as-Sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang sangat penting dalam
menciptakan negara yang adil, bebas, dan berkeadilan sosial. Dalam sistem
demokrasi, rakyat memegang kedaulatan tertinggi untuk menentukan arah
pemerintahan dan kebijakan negara melalui berbagai mekanisme, termasuk pemilu,
kebebasan berpendapat, dan hak untuk berorganisasi. Implementasi prinsip-prinsip
demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat krusial,

terlebih dalam konteks negara yang kaya akan keberagaman seperti Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum tata negara, telah
melalui berbagai perubahan signifikan, khususnya sejak berakhirnya masa Orde
Baru. Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa angin segar bagi
perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu tokoh penting yang memberikan
kontribusi besar terhadap demokrasi dan hukum tata negara Indonesia adalah
Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Sebagai Presiden
Indonesia ke-4 (1999-2001), Gus Dur memberikan perhatian besar pada upaya
implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan politik

dan hukum negara.

Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur memperkenalkan banyak kebijakan
yang berfokus pada penguatan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, serta
desentralisasi kekuasaan. Gus Dur menekankan pentingnya prinsip demokrasi yang

tidak hanya terbatas pada hak untuk memilih pemimpin, tetapi juga pada



penghormatan terhadap keberagaman, kebebasan berpendapat, serta partisipasi

aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.

Semenjak menjadi presiden RI, Gus Dur sesungguhnya memiliki sejarah
besar membangun demokrasi, kebebasan pers dan berbicara, serta perjuangan
hak-hak kaum minoritas. Gus Dur selama berkuasa (1999-2001) telah
memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Paling tidak selama kurang dua tahun menjadi presiden banyak sekali
sumbangan Gus Dur bagi bangsa. Bahkan proyek deskralisasi istana, supermasi
sipil, deformalisasi Islam, perebutan tafsir konstitusi (konfliknya dengan

parlemen) menjadi wacana politik yang menakjubkan di masanya.!

Meskipun Gus Dur banyak dihormati karena kontribusinya terhadap
demokrasi, implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara
Indonesia pada masa pemerintahannya sering menjadi bahan perdebatan. Ada
beberapa pihak yang menganggap bahwa kebijakan Gus Dur telah membawa
perubahan positif dalam sistem hukum dan tata negara Indonesia, sementara pihak
lain melihat adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut secara

konsisten dalam praktik pemerintahan.

Gus Dur juga menjadi presiden negara yang sangat unik dan fenomenal,
bagaimana tidak, dalam kurun waktu yang tidak lebih dari dua tahun ketika
menjabat sebagai presiden, Gus Dur mampu me-reshuflle lebih dari sepuluh

menteri yang berada dalam jajaran kabinetnya tersebut. Tidak hanya itu,

' Abu Naim, “Tipologi Kepemimpinan Politik Gus Dur,” Jurnal Darussalam: Jurnal
Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 6, no. 1 (2014), hlm. 1.



beberapa tokoh menteri tersebut justru merupakan tokoh-tokoh besar dari

partai yang berpengaruh dalam perpolitikan pada waktu itu.?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana
implementasi prinsip-prinsip demokrasi pada masa pemerintahan Gus Dur dalam
konteks hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini juga akan melihat dampak dari
implementasi tersebut terhadap perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia,
serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan memahami
implementasi prinsip demokrasi pada masa pemerintahan Gus Dur, diharapkan
dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik hukum tata

negara Indonesia yang lebih demokratis dan inklusif.

Latar belakang ini memberikan gambaran mengenai konteks sejarah dan
pentingnya analisis kebijakan pada era pemerintahan Gus Dur dalam perkembangan
demokrasi di Indonesia, serta alasan mengapa penelitian mengenai implementasi
prinsip demokrasi dalam hukum tata negara pada masa pemerintahan Gus Dur perlu

dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan oleh

Gus Dur dalam konteks hukum tata negara Indonesia?

2 Ibid., him. 2.



2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syura menurut Gus Dur dalam

sistem hukum tata negara Indonesia selama masa kepemimpinan Gus Dur?

Rumusan masalah ini dirancang untuk menggali lebih dalam tentang pandangan
Gus Dur mengenai demokrasi, serta bagaimana penerapannya dalam sistem hukum
tata negara Indonesia pada masa pemerintahannya. Penelitian ini akan fokus pada
dampak, tantangan, dan relevansi dari prinsip-prinsip tersebut dalam konteks

Indonesia saat itu.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan oleh Gus Dur

dalam konteks hukum tata negara Indonesia semasa pemerintahannya.

2. Menganalisis implementasi prinsip-prinsip syura menurut Gus Dur dalam
hukum tata negara Indonesia selama masa kepemimpinan Gus Dur, baik

dalam kebijakan maupun tindakan pemerintahan yang diambil.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih
dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip demokrasi Gus Dur diterapkan dalam
kerangka hukum tata negara Indonesia dan dampak serta tantangan yang dihadapi

dalam proses implementasinya.



D. Telaah Pustaka

Maka setelah penulis melakukan penulusuran berbagai literatur terkait dengan
tema dan judul “Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara
Indonesia Pada Masa Pemerintahan Gus Dur”. Ditemukan penelitian-penelitian
terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian yang relevan dengan penelitian

yang dilakukan.

Pertama, artikel jurnal “Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus
Dur” yang ditulis oleh Rian Rohimat Dkk dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Jurnal tersebut membahas soal teologi pembebasan untuk menjawab persoalan
sosial, baik itu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan ketertindasan terhadap
kaum-kaum yang lemah?. Hal tersebut merupakan salah satu dari cara kerja sistem
demokrasi yang berjalan di suatu negara, Gus Dur sudah menerapkan teologi
pembebasan dalam roda pemerintahan demokrasinya. Sebagai seorang muslim
yang taat dan manusia yang berteduh dalam agama harus sepantasnya
menyumbangkan kesadarannya untuk bisa memahami persoalan realitas sosial
secara universal. Gus Dur sebagai pejuang demokrasi tidak luput dari suatu
pembebasan, Ia menjadikan teologi pembebasan sebagai basis awal untuk
menjalankan demokrasi. Demokrasi yang dibawa Gus Dur ialah demokrasi yang
senantiasa berjalan untuk kesejahteraan rakyat, demi rakyat Gus Dur menjamin
Masyarakat dalam keselamatan dan Kesehatan serta kenyamanan hidup bagi

Masyarakat®.

3 Rian Rohimat dan Abdul Hakim, “Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus
Dur,” Jagfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam 4, no. 1 (2019).
4 Ibid., hlm. 105.



Persamaan dari penelitian ini yaitu kesamaan dalam pembahasannya
tentang demokrasi yang dibawakan Gus Dur dalam menjalankan roda

pemerintahan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus utama pembahasannya.

Kedua, skripsi “K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Political
Man (Studi Ketokohan Gus Dur Tahun 1999-2000” yang ditulis oleh Moh.
Ishamuddin pada program sarjana program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dalam penelitian ini terfokus untuk mengkaji Gus Dur sebagai tokoh politik. Hasil
penelitian Ishamuddin, menjelaskan bahwa ada tiga ide politik yang diperjuangkan
oleh Gus Dur. Pertama dalam hal demokratisasi Indonesia, dalam
memperjuangkan demokrasi di Indonesia Gus Dur sangat concern dengan
kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, pluralisme dan humanisme. Keempatnya
dalam pandangan Gus Dur harus berjalan bersama dan seimbangn sehingga dapat
tercipta keadilan. Kedua, pluralisme, dalam menjaga dinamisasi keagamaan Gus
Dur menolak pluralisme indifferen, paham relativisme yang menganggap semua
agama sama. Tetapi Gus Dur menghargai pluralisme nonindifferent yang mengakui
dan menghormati keberagaman agama. Dalam memperjuangkan pluralisme di
Indonesia, Gus Dur menandaskan perlunya tiga nilai universal yaitu: kebebasan,
keadilan, dan musyawarah untuk menghadirkan pluralisme sebagai agen
pemaslahatan bangsa. Kesamaan hak dan martabat semua penganut agama dan
kepercayaan di bumi nusantara menjadi hal mutlak yang diayomi oleh pandangan
inklusifnya. Ketiga, nasionalisme, Gus Dur sebagai nasionalis dalam

memperjuangkan dan mempertahankan NKRI selalu berdasarkan Pancasila dan



UUD 45, ia selalu berusaha mewujudkan Bhinika Tunggal lka sebagai bentuk
pluralisme yang dibingkai dalam ruh nasionalisme. Di samping itu, dalam
memperjuangkan demokrasi dan pluralisme di Indonesia, ia tidak lepas dari konteks
ke-Indonesiaan, karena Gus Dur tidak mau ide-ide seperti pluralisme dan demokrasi

yang merupakan cangkokan Barat harus mengerus rasa nasionalismenya.’

Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan soal
demokrasi yang dibawakan oleh Gus Dur dalam memimpin negara dan

perbedaannya terletak pada fokus pembahasan Gus Dur sebagai tokoh politik.

Ketiga, buku "Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi* karya
Jimly Asshidigie, menurutnya demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia
mengacu pada sistem pemerintahan yang memberi ruang bagi partisipasi aktif
rakyat dalam kehidupan politik, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam
pengawasan terhadap kekuasaan negara. Secara umum, demokrasi di Indonesia
mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945
(UUD 1945), yang menjamin kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan negara

melalui lembaga-lembaga negara yang saling mengawasi dan menyeimbangkan.

Dalam konteks ini, Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca-Reformasi" mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi
yang terkandung dalam UUD 1945 harus diimplementasikan secara nyata, yaitu
melalui pemilu yang bebas dan adil, pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta

jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan pers. Aspek ini juga mengarah pada

5 Moh. Ishamuddin, “KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Political Man (Studi
Ketokohan Gus Dur Tahun 1999-2000)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).



penerapan sistem representasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih

wakilnya di parlemen dan pemimpin negara melalui proses demokratis.

Keempat, buku "Gus Dur: Islam, Demokrasi, dan Kemanusiaan", karya
Greg Barton. Menurut Greg dalam bukunya, Gus Dur menyatakan bahwa prinsip
demokrasi yang sejati adalah yang mampu menghormati pluralisme dan
multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Gus Dur
percaya bahwa negara harus hadir sebagai penjaga keberagaman, bukan justru

sebagai alat penindasan terhadap kelompok minoritas.

Gus Dur juga memperkenalkan konsep demokrasi deliberatif yang
memungkinkan terjadinya musyawarah untuk mufakat dalam mengambil
keputusan. Dalam pandangan Gus Dur, hukum tata negara Indonesia harus
mengedepankan musyawarah sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan
permasalahan yang ada, sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal di UUD 1945

yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka Teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu
karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga sekaligus
menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang

relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan antara lain:

1. Teori demokrasi



Teori demokrasi adalah kajian ilmiah yang membahas prinsip, struktur, dan
praktik sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyatS.
Demokrasi menekankan pada partisipasi aktif warga negara dalam proses politik,
pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta pembagian kekuasaan yang adil.
Berbagai model dan teori demokrasi telah dikembangkan oleh para pemikir untuk

memahami dinamika politik dalam masyarakat.
Model dan Paradigma Demokrasi

Dalam kajian model demokrasi, terdapat beberapa pendekatan yang sering

dibahas’:

1. Demokrasi Klasik: Berfokus pada partisipasi langsung warga negara dalam
pengambilan keputusan politik.

2. Demokrasi Prosedural: Menekankan pada prosedur formal dalam proses
politik, seperti pemilihan umum dan mekanisme hukum.

3. Demokrasi Pluralis: Mengakui keberagaman kelompok dalam masyarakat
dan pentingnya kompromi antar kelompok tersebut.

4. Demokrasi Otonomi: Memberikan ruang bagi individu untuk
mengembangkan potensi diri secara bebas dalam kerangka hukum yang ada.

5. Demokrasi Konsensus: Menekankan pada pencapaian kesepakatan bersama
melalui dialog dan musyawarah, menghindari dominasi mayoritas atas
minoritas.

6. Demokrasi Deliberatif: Fokus pada proses diskusi rasional dan inklusif
dalam pengambilan keputusan politik.

7. Demokrasi Sosial: Menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan
perhatian terhadap keadilan sosial dan redistribusi sumber daya.

¢ Alexander Seran, “Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu Refleksi Atas Hubungan
Antara Teori Dan Praksis,” Respons: Jurnal Etika Sosial 21, no. 01 (2016): 29-49.

7 Ahmad Sholikin, “Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma,” Madani Jurnal
Politik dan Sosial Kemasyarakatan 13, no. 02 (2021): 168—84.



Model-model ini memberikan kerangka untuk memahami
bagaimana demokrasi dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks
sosial dan politik. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, model
demokrasi konsensus sering dianggap relevan karena menghargai
keberagaman dan pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam

pengambilan keputusan politik®.
Pemikiran Hans Kelsen tentang Demokrasi

Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka, berpendapat bahwa
demokrasi harus didasarkan pada konsensus sosial mengenai makna dan
tujuan demokrasi itu sendiri®. Menurutnya, demokrasi bukan hanya tentang
mekanisme pemilihan umum, tetapi juga tentang adanya kesepakatan
bersama mengenai prinsip-prinsip dasar negara dan hukum. Kelsen
menekankan pentingnya kompromi dalam menyelesaikan konflik politik, di

mana keputusan diambil melalui prosedur yang adil dan tidak sepihak!'?.
Demokrasi dalam Perspektif Amartya Sen

Amartya Sen, seorang eckonom dan filsuf, mengembangkan
pandangan tentang demokrasi yang menekankan pada kemampuan individu
untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa demokrasi

harus memperhatikan kapasitas individu dalam merealisasikan kebutuhan

8 Pangi Syarwi, “Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus di Indonesia,”
Communitarian: Jurnal Prodi llmu Politik 3, no. 2 (2022).

® HM Thalhah, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran
Hans Kelsen,” Unisia 31, no. 69 (2008).

10 HM Thalhah, “Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans
Kelsen,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no. 3 (2009): 413-22.
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dasarnya, bukan hanya hasil agregasi suara melalui pemungutan suara. Sen
menekankan pentingnya informasi yang memadai dan proses deliberatif
dalam pengambilan keputusan sosial untuk memastikan keadilan dan

kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat!!.

Teori demokrasi menawarkan berbagai perspektif untuk memahami
dan mengimplementasikan sistem pemerintahan yang adil dan inklusif.
Model-model seperti demokrasi konsensus dan pandangan Hans Kelsen
serta Amartya Sen memberikan wawasan tentang pentingnya partisipasi
aktif, kompromi, dan perhatian terhadap kesejahteraan individu dalam
proses politik. Pemahaman yang mendalam tentang teori-teori ini dapat
membantu dalam merancang sistem demokrasi yang lebih efektif dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Teori al-Syura (Musyawarah) dalam Islam

Al-Syura atau musyawarah merupakan prinsip dasar dalam Islam yang
menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif melalui diskusi
dan pertimbangan bersama. Prinsip ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an,
seperti QS. Asy-Syura [42]: 38 dan QS. Ali Imran [3]: 159, yang menekankan

pentingnya musyawarah dalam kehidupan umat Islam!'2.

a. Pokok-Pokok Pemikiran dalam Teori al-Syura

' Donny Gahral Adian, “Amartya Sen, Demokrasi dan Teori Keputusan Sosial,” Respons:
Jurnal Etika Sosial 16, no. 02 (2011): 165-80.

12 Ja’far Muttaqin dan Aang Apriadi, “Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif al-
Qur’an,” Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal llmu Keislaman Dan Pendidikan 1, no. 2 (2020): 57-73.
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1.

Partisipasi Kolektif

Musyawarah mengedepankan partisipasi semua pihak yang
berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan

prinsip inklusivitas dan keadilan dalam Islam.

Kebijaksanaan dan Etika

Dalam  musyawarah, setiap individu diharapkan untuk
menyampaikan pendapat dengan bijaksana dan menghormati pendapat
orang lain. Etika dalam bermusyawarah sangat ditekankan untuk mencapai

keputusan yang terbaik bagi umat.

Kepentingan Bersama

Tujuan utama dari musyawarah adalah mencapai keputusan yang
mengutamakan kemaslahatan bersama, bukan kepentingan individu atau

kelompok tertentu.

Implementasi dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Prinsip musyawarah tidak hanya berlaku dalam konteks keluarga,
tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini
menunjukkan bahwa musyawarah adalah mekanisme penting dalam sistem

politik Islam.

b. Relevansi al-Syura dalam Konteks Modern

Dalam konteks modern, prinsip musyawarah dapat diintegrasikan dalam

sistem demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan partisipatif.

12



Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip musyawarah dalam
pembuatan kebijakan publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan

responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat!3.

Telaah pustaka ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang
diajarkan Gus Dur sangat dipengaruhi oleh teori-teori demokrasi yang menekankan
pada partisipasi rakyat, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pemikiran Gus Dur tentang demokrasi sejalan dengan teori-teori tersebut, namun
juga memiliki kekhususan dalam konteks Indonesia yang sangat plural. Penelitian
ini akan menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip demokrasi ini diterapkan
dalam sistem hukum tata negara Indonesia, serta tantangan-tantangan yang

dihadapi dalam implementasinya.

Telaah pustaka ini memberikan gambaran tentang teori dan pemikiran yang
menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana Gus Dur mengimplementasikan

prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia.

F. Metodologi Pesnelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan
deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggali dan menganalisis
konsep-konsep hukum dan demokrasi yang diajukan oleh Gus Dur serta
penerapannya dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Berikut adalah

penjelasan rinci mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini:

13 Sumardi Efendi, “Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum
Islam,” Constituo: Journal of State and Political Law Research 3, no. 1 (2024): 69-78.

13



1. Jenis penelitian

Penelitian Normatif: Penelitian ini akan menganalisis teks-teks
hukum yang berlaku, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan,
serta pidato-pidato Gus Dur yang berkaitan dengan demokrasi dan hukum
tata negara. Penelitian ini juga akan mengkaji pemikiran Gus Dur yang

tercermin dalam tulisan-tulisan dan karya-karyanya tentang demokrasi.

Penelitian ~ Deskriptif:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi prinsip-prinsip demokrasi
dalam hukum tata negara Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur, baik
dari segi kebijakan yang diambil maupun dampaknya terhadap sistem

hukum negara.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan
secara sistematis dan faktual mengenai implementasi prinsip-prinsip
demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia pada masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kemudian menganalisisnya berdasarkan
teori demokrasi modern dan konsep al-syura. Melalui sifat penelitian ini,
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas sekaligus analisis yang
mendalam mengenai makna, relevansi, serta tantangan penerapan prinsip-

prinsip tersebut dalam konteks hukum tata negara Indonesia.

3. Pendekatan penelitian
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Pendekatan Kualitatif: Penelitian ini berfokus pada pemahaman
mendalam mengenai prinsip-prinsip demokrasi Gus Dur dalam konteks
hukum tata negara Indonesia. Pendekatan ini akan membantu untuk
menggali makna, pemikiran, dan ide-ide yang terkandung dalam tindakan

dan kebijakan Gus Dur selama masa kepemimpinannya.

Sumber data

Sumber Primer:

a. Buku, pidato, dan artikel yang ditulis oleh Gus Dur yang
berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum tata

negara Indonesia.

b. Dokumen-dokumen resmi dari masa kepemimpinan Gus Dur,
seperti kebijakan hukum, pidato presiden, dan peraturan yang

diterbitkan selama masa pemerintahannya.

Sumber Sekunder:

a. Buku, artikel jurnal, dan penelitian lain yang membahas pemikiran
Gus Dur tentang demokrasi dan hukum tata negara.

b. Literatur yang mengkaji sejarah hukum tata negara Indonesia,
perkembangan demokrasi, serta implementasi kebijakan-kebijakan

Gus Dur dalam konteks politik dan hukum.
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5. Teknik pengumpulan data

Pustaka: Teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data

adalah studi pustaka, dengan menelaah buku, artikel, jurnal, pidato, dan

dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

Dokumentasi: Mengumpulkan data sekunder melalui dokumentasi

terkait kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Gus Dur selama masa

pemerintahannya.

6. Teknik analisis data

a.

Analisis Kualitatif: Data yang terkumpul akan dianalisis secara
kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait
dengan prinsip demokrasi Gus Dur dan implementasinya dalam

hukum tata negara Indonesia.

Analisis Deskriptif: Setelah data terkumpul, peneliti akan menyusun
dan mendeskripsikan  bagaimana prinsip-prinsip demokrasi
diterapkan dalam kebijakan hukum dan tata negara Indonesia selama
masa pemerintahan Gus Dur. Fokus analisis akan ditujukan pada

dampak dan tantangan dari implementasi tersebut.

Analisis Isi

Peneliti akan melakukan analisis isi pada pidato, tulisan, dan

kebijakan Gus Dur, serta berbagai peraturan hukum yang diambilnya, untuk
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menggali nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam tindakan dan
kebijakan yang diterapkan oleh Gus Dur.
d. Pendekatan Historis

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk melihat
latar belakang dan konteks sejarah dari kebijakan-kebijakan Gus Dur,
sehingga dapat dipahami lebih baik bagaimana prinsip-prinsip demokrasi
diterapkan dalam proses reformasi hukum tata negara Indonesia.
Metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang
mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum
tata negara Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur, melalui
pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber yang relevan, serta

menggambarkan dampak dan tantangan dalam penerapannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang terbagi kedalam

beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun

penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, penulis menguraikan latar belakang masalah identifikasi,

pemabahasan dan perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, review studi terdahulu dan sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua, penulis akan menguraikan Teori Demokrasi, dan Teori

Al-Syura yang akan digunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan
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Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Pada

Masa Pemerintahan Gus Dur.

Pada Bab Ketiga, penulis akan menjelaskan gambaran umum bagaimana
prinsip-prinsip demokrasi yang diperjuangkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) diimplementasikan dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Kemudian
penulis juga menjelaskan terkait praktek demokrasi yang sedang terjadi di

Indonesia saat ini dan pengertian As-Syura (Musyawarah).

Pada Bab Keempat Penulis akan membahas analisis terhadap
Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Pada
Masa Pemerintahan Gus Dur serta membahas bagaimana tinjauannya dari

perspektif Al-Syura.

Pada Bab Kelima Penulis akan membahas terkait penutup yang memuat hasil
akhir dari penelitian penulis yaitu berupa kesimpulan berdasarkan penelitian yang
telah penulis lakukan, dan dalam penutup ini juga memuat saran atas penelitian

tersebut.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Gus Dur Dalam

Konteks Hukum Tata Negara Indonesia.

Gus Dur memandang demokrasi bukan semata sebagai prosedur politik,
melainkan sebagai sistem nilai yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demokrasi harus berlandaskan pada kedaulatan rakyat, supremasi hukum,
penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap pluralisme.
Dalam praktiknya, Gus Dur berusaha mewujudkan demokrasi melalui berbagai
kebijakan, antara lain mewujudkan tuntutan reformasi yang salah satunya
menghapus Dwi fungsi ABRI, penguatan peran sipil, penghapusan lembaga yang
dianggap tidak demokratis seperti Departemen Penerangan, serta pembukaan ruang

kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.

Implementasi demokrasi yang dilaksanakan Gus Dur selama masa menjabat
tidaklah terlepas dari hambatan, baik berupa resistensi politik maupun lemahnya
penerapan hukum. Namun demikian, langkah-langkah yang ditempuh Gus Dur
mencerminkan komitmen yang kuat untuk menegakkan demokrasi yang
berkeadaban, menempatkan hukum sebagai panglima, serta menjaga keberagaman

masyarakat Indonesia. Demokrasi semasa pemerintahan Gus Dur menjadi
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instrumen penting untuk membangun hukum tata negara Indonesia yang adil dan

sesuai amanah serta berlandaskan UUD 1945.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip Syura Menurut Gus Dur Dalam Sistem

Hukum Tata Negara Indonesia Selama Masa Kepemimpinannya.

Gus Dur menempatkan syura sebagai prinsip musyawarah yang inklusif,
partisipatif, dan menjunjung tinggi keadilan. Syura tidak dipahami sebatas konsep
normatif Islam, melainkan dihidupkan dalam tata kelola pemerintahan modern yang
demokratis. Hal ini tercermin dalam kebijakan Gus Dur membentuk kabinet
inklusif yang melibatkan tokoh-tokoh dari kelompok minoritas etnis maupun
agama, serta menekankan nilai musyawarah, kebebasan, dan keadilan sebagai pilar

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan prinsip syura oleh Gus Dur memperlihatkan bahwa ajaran Islam
dapat diaktualisasikan dalam sistem hukum tata negara modern tanpa kehilangan
substansi etisnya. Meskipun menghadapi tantangan berupa resistensi politik dan
hambatan konsolidasi yang tidak selalu mulus, pemikiran Gus Dur menunjukkan
bahwa syura dapat menjadi pilar etis sekaligus praktis bagi sistem hukum tata
negara Indonesia. Syura berfungsi sebagai koreksi atas demokrasi yang bersifat
prosedural, tapi juga melibatkan budaya dan adat setempat serta penghayatan nilai-
nilai islam, seperti istilah Gus Dur yaitu Pribumisasi Islam, dan melengkapinya
dengan dimensi moral dan spiritual guna mewujudkan demokrasi yang lebih

berkeadaban.
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B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Saran untuk pemerintah dan para pembuat kebijakan agar lebih konsisten
dalam menegakkan prinsip demokrasi sebagaimana dicontohkan oleh Gus Dur
semasa pemerintahannya, dengan memperkuat supremasi hukum, menjamin
kebebasan berpendapat, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

berkeadilan.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

Penelitian ini masih terbatas dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga
perlu adanya kajian lebih lanjut dan mendalam mengenai pemikiran Gus Dur
tentang demokrasi dan syura, agar dapat memperkaya literatur serta menjadi bahan

masukan dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia.

3. Bagi Masyarakat Sipil dan Aktivis Demokrasi

Bagi Masyarakat dan seluruh elemennya saya harap dapat terus
mengembangkan budaya demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan prinsip
syura yang inklusif, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara

adil serta tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

4. Bagi Generasi Muda dan Mahasiswa

Pemikiran Gus Dur harus dijadikan inspirasi dalam membentuk karakter
kepemimpinan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki

empati sosial dan moralitas politik. Demokrasi bukan hanya soal hak suara, tetapi
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soal bagaimana menjadikan suara kita bermakna untuk keadilan bersama.
Pendidikan kewarganegaraan dan hukum harus menyisipkan pemikiran tokoh
seperti Gus Dur sebagai bagian dari warisan konstitusional bangsa. Karena beliau
Adalah seorang Guru Bangsa dan seorang Waliyullah yang seharusnya kita
bersyukur dapat memimpin bangsa dan negara ini walaupun hanya sebentar. Al-

Fatihah untuk KH. Abdurrahman Wahid beserta keluarga beliau.
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